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KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

Mcmbaca 

Mcnimb~ng 

NOMOR: 532 /MENI<Jt:S/SK/ V I 2004 
TENTANG 

IJIN PBF PT. SUKASENANG FARMA 

IVJENTERI KESEI-IATAN REPlJBLlK INDONESIA 

: a. Surat permohonan PT. SUKASENANG FARMA, Nomor 
01 /Il/SF/04 tanggal 24 Februari 2004 untuk memperoleh Ijin 
lJsaha Pedagang lksar Farmasi; 

b. Bcrita Acara Pcmcriksaan Balai Besar/Balai POM di Bandung 
tanggal 4 Maret 2004; 

c. Laporan 1-lasil Pemeriksaan PBF. PT. SUKASENANG FARMA, 
dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat Nomor 442/7555-WAS 
tanggal II Maret 2004. 

Bahwa permohonan PT. SUKASENANG FARMA tersebut cl apat 
disetujui, oleh karena itu mcnganggap perlu menerbitkan Ijin Usaha 
Pcdagang Besar Farmasi. 

Mengingat 1. Undang-Undang Obat Keras ( ST.I937 No. 541 ); 
2. Undang-Undang No . 2J tahun 1992 tcntang Kcsehatan (Lembaran 

Ncgara Tahun I l)l)2 No . I 00, Tambahan Lcmbaran Ncgara No. 
3495): 

~ . l Jndang-lJndang Non1or 5 ·rahun I t)<J7 ll.:nlang l'sikotropi ka 
(Lcmbaran Ncgaru Rl Tahun 11.)97 Nomor I 0, Tambahan 
Lcmbaran Ncgara Rl Nomor 3671 ); 

4. Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran 
Ncgara Rl Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
RI Tahun 1997 Nomor 3698); 

5. Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Ncgara RI Tahun 1999 Nomor 3839); 

6. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Keschatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Ncgara RI Tahun 1996 Nomor 3637); 

7. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan 
~ Scdiaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lcmbaran Negara Tahun 

1998 Nomor 138); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi 
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952); 

0. Pcr;1turan Mcntcri Kcsclwtan Rcpuhlik Indonesia Nomor 
91 l)/Menkes/Per/X/1993 tentang Pedagang Besar Farmasi jo 
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 
1191 /MENKES/ SK/IX/2002 Ten tang Peru bah an Atas Peraturan 
Menteri Kesehatan No. 918/Menkes/Per/X/ 1993 ten tang Pedagang 
Besar Farmasi. 



Mcnctapkan 

Pcrtama 

Kcdua 

MENTERIKESEHATAN 
REPUBLJK INDONESIA 

MEMUTUSKAN 

Mcmbcrikan ljin Usaha l'cdagang Bcsar Farmasi kepada PT. 
SUKASENANG FARMA, Alamat .!alan Sukasenang No . 20 
Bandung, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.065.298 .8-423.000 
dengan ketentuan sebagai berikut : 

I . Gudang tempat penyimpanan perbekalan kesehatan terletak di 
Jalan Sukasenang No. 20 Bandung. 

2. I-Iarus mematuhi pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 
3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan 

pcnyaluran pcrbckalan f~11'111asi sesuai standar pelayanan yang 
ditctapkan olch Menteri . 

4. ljin Usaha Pcdagang Bcsar Farmasi berlaku untuk seterusnya 
selama perusahaan Pedagang Besar Farmasi yang bersangkutan 
masih aktir mclakukan kcgiatan usahanya dan bcrlaku unluk 
seluruh wilayah Republik Indonesia. 

Kcputusan ini mulai bcrlaku scjak tanggal ditctapkan dcngan catatan 
bahwa akan diadakan peninjauan atau pcrubahan sebagaimana 
mcstinya apabila tcrdapat kckurangan atau kckeliruan dalam penetapan 
In!. 

Sali~an Kcputusan ini disampaikan Kcpada : 
I. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan eli Jakarta. 

'J Kepala Dinas Kcschatan Propinsi .Tawa Barat eli Bandung. 
3. Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia di Jakarta. 

308.02.2004 PB F 


